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KATA PENGANTAR

Puljl syukir kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas Rafimat dan
Hidayah-Nya, kami dapat menyusun Rencang Kerja (Renja) Tahun 2020 atas

rycana pelaksanaan Program dan Kegistan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019,

Penyusunan rencana kerja ini sebanal acuan atas perencanaan program dan
keglatan pada tahun 2019 sebagal tindak lanjut program yang tersusun dafam

Rencana Strategls 2018 - 2023 dan RKPD Satuan Polisl Pamong Prajs Provins
Sulawesi Salatan tahun 2020,

Makassar,  Agustus 2019

HEPII.I.S#I'U!H POLISI PAMONG PRAJA
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

# Rencana Kerja Satuan Polisi Pamang Praja tahun 2020 tersusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintal Daerah (RKPD) Provinsi Sulawes| Selatan Tahun 2019
yang merupakan program kegiatan atas Dokumen Rencana Pembanounan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) dan Strategl Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 -
2023. Dokumen inf selain merupakan rencana resmi daerah yang dipersyaratkan
untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya, Renja
merupakan Instrument perencanaan dan penganggaran produk  pelayanan
mﬁu-mlr

Untuk itu Rencana Kerda tahunan in menjadl bagian yang tak terpisalikan
sekaligus merupakan proses penetapan kegiatan tahunan pada tahun 2020
beserta indikator kinerjanya yang ditetapkan sesual dengan kebijakan, sasaran,
program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Pollsi Pamong
Praja Provins| Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2073,

Landasan Hukum

Alas hukum yang memuat peraturan secara langsung terkait penyususnan
Rencanan Kerja OPD antara lain sebagal berikut:

1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2) umummnmzcmm;mmmm
Pembangunan Nasional ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20004
Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Repubilk Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 421);

3) Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antars
Pemerintah dan Pemerintah Daerah (lembar Negara Repubiik Indonesis
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembar Megara Republiik Indonesia
romar 4438)

4) Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemesintah Daerah (lembar
Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diush dengan
Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lemabr Megara Repubik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Repubiik Indonesia nor

5) 5!.115;:.:1;; Undang Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan




Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaraan Negara Republik
Irechonesia Nomar 47001

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Megara Repubilk Indonesia Tahun 2005 nomor 140,
Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia nomor 4578):

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nemor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

B) Peraturan Pemerintah Nomar 41 Tahun 2007 tentang Organisas Perangkat
Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembamuan;

10) Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor B6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasl Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentana Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

12) Persturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur
Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

13) Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Feraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusuman, Pengendalian, dan Evaluasl Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Dagrah;

14} Peraturan Menterl Dalam MNegeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

15) Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamaong Praja;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsl Sulawesi Selatan tahun
2020 dimaksudkan untuk memenuhl regulasi kebljakan yang berkembang,
perubahan perencanaan yang menjadi nujukan, Bu strategis dan sebagai
instrument perencanaan dan penganggaran penadik berfungsi sebagal berikut:

3. Sebagal acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong
hﬂi.umknwwmmmwmmmum}
b. mwammmmm.




3. Sebagal scuan dslem penyusunan Rencana Kerja dan Anggeran [RIGA)
tahun Anggaran 2020 dalam melaksanaksn Tugas dan Fungsl OPD Satusn
Polisi Pamonyg Praja Proviny Sulavest Selatan;

b. Perwujudan efisiens dan efertiftas daln  alokasl sumber daya
berdatarian pertimbangan pagu indikatif dan skala proritas

14 Sistematika Penulisan

Sistematica penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2020 Satyan Polisi
pamong Praja Proving Sulawes Selatan sebagal berkut:

PENDAHULLUAN

1. 1, Latar Beiskang
Berisl tentang Penyusunan Penjs Satuan Polisl Pamong Praja
Tahun 2020 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsl serta
kewensngan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polid Pamong Praja Untuk mendukung arah  kebijakan
pembangunan Provingl Sulawes Selatan antara lain peninglatan
kapasitas birokras dan kelembagaan.

1. 2. Landasan Hulkurm
Memuat dasar  regulasl sebagal acuan  kebijskan dalam
PEFENCANSAN dan penganggaran.

1. 3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan penyusunan
Renja SKPD.

1. 4. Sistemnatika Penulisan
Menguralkan Pokok bDahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
garis besar sl dokurnen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

Berisikan Uraian mengenal :

2. 1 Evaluas Peiaksanaan Renja OPD
Berisi Evaluast Rencana Strategis, Evaluas! Kinerja Renja OPD dan
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampal dengan tahun lalu,

2, 2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD
Merupkan Kajian terhadasp capaian kinera pelayanan OPD
Berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam [KK
sesual PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 38 Tahun 2007.

2. 3 ley isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan uraian mengenal ©
3. 1 Tujuan dan sasaran Pokak Renja

3.2 Arah dan Kebijakan Renstra




3.3 Avah dan Kegiatan Prioritas

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
BAB WV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam rangka petaksanaan kegiatan,




BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.1, Evaluasi Pelaksanaan Renja

——

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahuﬁ 2008 Tentang
Tahapan, Feraturan Menteri Dalam Neger| Tatacara Fengrus.ur:an. Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokurmen
parencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya,

Anaiisis tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya
dipertukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang keberhasilan
waﬂl.'l_ permbangunan berikut faktor keberhasilan dan kendala yang
dihadapl. Informasl i sangat bergura dalam  merumuskan  ketijakan
pembangunan berfkut program dan kegiataan yang akan direncanakaan untuk
tahun berkutnya dalam penyusunan Rencana Kerja OPD.

Mempertimbangkan hasi evaluasi pelaksanaan pembangunan Inl sangat
penting artiny®a agar kesalashan yang sama terjadi dalam pelaksanaan
pembangunan daerah  tdak terulang sehingga  efisiensi  pelaksanaan
pembangunan dapat dijaga. Sejalan dengan hal tersebut faktor-faktor
keberhasilan yang dialami sebelurnmya akan dapat pula dimanfaatkan secara
optimal untuk mendorong proses pembangunan melslul pelaksanaan program
kegiatan kedepan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Prencanaan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsl Sulawesi Selstan sampal dengan
tahun 2019 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran,

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan [fingkungan strategis dan  kondisl  umum
Pembangunan di Sulawesi Selatan sampal saat inl masih dalam  suasana
kool dian perkendail, walaupun berdasarkan data gangquan ketenteraman dan
ketertiban umum pada tahun 2018 dan kemungkinan dampak dani Pemilihan
Presiden dan Pemilihan Legislatif serentak ditahiun 2019 di Kabupaten/Kota di
Sulawesi Selatan intensitasnya masih relatif  tinggl hal inl disebabkan oleh
beberapa aspek antara lain  luas wilayah administrasi,  ketenteraman  dan
ketertiban dan sumber daya aparatur,

SATUAN BOL 157 BARONG PRAIA BROVINS SULAWES SELATAN Hel 5
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Aspek luas wilayah administras;

paten, 3 kota, 304 kecamatan
1 Tﬂn
terdinl Gan 2204 desa dan 749 kelurahan. Propinst Sulawes Selan:a:

mempunyal  luas  wilayah 45.764 53 km. Persegi, memilikl daerah
administratit 24 Kabupaten/Kota, tiga kota, 306 kecamatan yang terdil dari
3.030 Desa dan 749 Kelurahan Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan
dengan Sulawesi 'engah dan Sulawesi Barat diselah utara, teluk bone dan
Sulawes| tenggara ditimur seiat Makassar dibiarat dan laut Flores di selatan.
Perkembangan penduduk  Sulawesi Selatan hingga Tahun 2018
memperiinatikan peningkatan dengan tngkat pertumbuhan penduduk dari
Tahun ketahun yang signifikan. Jumniah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan
pada Tahun 2017 sebanyak 8.432 200 Iwa, tahun 2018 sebesar 8 606,375
jiwa. Dengan kenaikan rerata 2.029%/ tahun.

2.2.2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumilah Gangguan ketentraman dan ketertiban umum Gangguan
yang bersifat perbuatan pidans di Sulawesi  Selatan mengalami
penurunan selama dua tahun terakhir (2015 - 2016) dimana tahun 2015
sebanyak 1,550 kasus dan tahun 2016 sebanyak 1.392 atau menurun
1135 % sedangkan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum  yang
bersifat Pelanggaran Perda mengalami kenaikan tahun 2015 sebanyak
447 kasus pelanggaran dan tahun 2016 sebanyak 572 kasus pelanggaran
atat meningkat 27.96 % khusus, namun persentase dar target RPIMD
melebihi dari yang ditargetkan, atau dengan kata lain rasio penegakan
mwmunmmdmﬂMME%. sementara
ﬁ;pm_n 152% (naik 97 %). hal inl disebabkan karena meningkatrya
pemahaman masyarakat dan dampak dar sosialisasi pemerintah kepada
masyarakat sehingga masyarakat mampu memahaml  bafwa yang
dilakukan adalah pelanggaran.

12.3. Aspek Sumber Daya Aparatur

thgl Praia h]r]g-ga Tahun

peningkatan dibanding Tahun 2015
2017 mencapai 1.550 memperfihatian lis Pamong

penduduk tahun 2016 yaiti
dilihat pada tabel dibawal
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13 Indentifikasi Masalah

mmmmwmmw"ﬂmwim%
memperlihatkan  kemampuan secara  kelembagaan sedang  mengalami
perkembangan sehingga yang menjadi pilinan utama adalah diperlukanya
pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan
prasarana, dan dukungan Anggaran yang pada akhimya memberikan tingkat
mmmdmmmwmmmMnym
konstruktif dalam perkembangan kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sulawes| Selatan sebagai garda terdepan dalam penyeienggaraan kepemerintahan
di bidang penegakan PERDA dan PERKADA, penyelenggaraan Ketertiban Umum
dan Keteritraman serta Penyelenggaraan Periindungan Masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) tersebut, maka strategl kebijakan yang menjadi dasar perencanaan adalah
sebagal berikut

a. Penguatan kelembagaan melalui Rekruitmen Anggota Satuan Polisi Pamong
: Praja dengan standarisasi dan responsive gender dan Pengangkatan PPNS
untuk mengawal pelaksanaan PERDA d A

Hal 7
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b, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polis|

praja yang berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan i Bolisi
ol personil Polisi

¢ Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi terkat
dalam Bidang Penegakan PERDA dan PERGUR:

4. Penguatan pola kerjasama  dengan Lembaga/Instans terkait dalam
penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:

e. Penguatan kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan
HAM;

f. Terpenuhimya Sarana dan Prasarana dan pemelharaannya  yang
berkelanjutan.

14 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Aspek strategis Satuan Pollsi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayst 1 (satu) huruf e disebutkan bahwa
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan unisan
pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus
diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Sulawesl Selatan adalah tangan dani Kepala Derah untuk membantu
dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan  ketentraman dan ketertiban
masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, meyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan
masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik daiam menjolankan
roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjsian
optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perfindungan masyarakal
tdek tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar fersebut
Menjadi aspek strategls bagi Satuan Polist Pamong Praja sehinggs perta
berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna
Menuniang cipta kondisi tibumtranmas serta  perlindungan

masyarakan yang kondusif dan berjalan secara optiml. |
garaar ketentraman, letertiban




RENCANA KERL (BEN
gerdesarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga

mnelinat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2018-2023,

maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi OFD yaitu

, Masih kurananya SDM Polisi Pamong Praja baik diri sisi kuantitas maupun
kualitas;

, HUT Satpol PP Nasional yang direncanakan akan ditempatkan di Previnsl
sulawesi Selatan yang telah di sebutkan sebelumnya oleh Kemendagri.

» Penanganar Gangguan Trantibum pada penngatan Hari-har tertentu:

» Peningkatan intensitas koordinas| dengan para Pihak pemangku kepentingan
(Stakeholder)

Hal @




BAB 111
SASARAN, KEBIJAKA
[UIUAN, N PROGRAM DAN KEGIATAN
dan Sasaran Renja
12 T
7, Tujuan

Tujuan yang akan dicapal dalam Rencana Kerja tahun 203
pamong Praja Provinsl Sulawes| Selatan sebagai berikuy sl
1) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan |
L Demaok
Hukum; =l =Eo
2} Memelihara ketertiban dan Keterteraman dalgm Mas yarakatl
3) Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih
p. Sasaran Renja
Sasaran pokok rencana kerja yang akan dicapsi sebagal berikyt
1} Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma
sosial;

2) Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam
masyarakat;

3) Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur
Pemerintah Daerah yang berkelanjutan.

1l Arah dan Kebijakan Renstra
Balam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan Tugas
Pokok dan Fungsl Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan
masaiah dan tantangan maka rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi
Pamang Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :
1. Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara
konsisten,
Menginventarisir semua Peraturan Daerah dan Persturan Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Sanksi Pidana, mengoptimalkan
Upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat /Badan Hukum terhadap
Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah melalul sosiafisas,
Penyuluhan, pengawasan, penegakan melalul Operasi non yustisi [findakan
Yang diiakukan oleh Polisi Pamong Fraja dalam rangka menjaga dan/atau




=

proses peradiian) dan Peningkatan  kepastian Peraturan Daersh dan
peraturan Gubermur Sulawesi Selatan dalam berbagai
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,

3, Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Aparat Sat.Pol.pp,
Menciptakan kondisi Sulawesi Selatan yang tenteram, tertib dan teratur
sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan terutama dalam mendukung Program-Program
Prioritas Pemernintah Provinsi Sulawesl Selatan,

3, Pemberdayaan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja,
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan
meningkatkan  wawasan, keterampilan, dan performance SDM  Aparat
Satuan Polism Pamong Praja menuju sosok profesionalisme  dalam
pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen
dan pendidikan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Setiap anggota
Satuan Polist Pamong Praja harus dibekall kemampuan dan keterampilan
taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai,

4. Mengakselerasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja,
Melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat sebagai
penguatan kewaspadaan dini agar mampu dalam penanganan berbagal
aspek pembangunan dalam pemenuban kebutuhan masyarakat dan
menyelesaikan berbagai permasalahan Gal_'lgguan keamanan, Ketenteraman
dan Ketertiban umum melalui deteks! dini atas gangguan Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat antara laln penanganan dan pengamanan
pengungsi dan bencana, melakukan deteksi dini atas peredaran narkotika
dan obat-obat terlarang (NARKOBA) ditengah-tengah masyarakat dan Bela
Negara serta antisipasi terjadinya konfiik berjilid.

Kegiatan setiap Skpp

3.3. Program dan Kegiatan
Berdasarkan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapal hingga akhir tahun
2020, periode tahun kedua masa RPIMD 2018 - 2023 maka dirumuskan kedalam
beberapa program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan yang sifatnya
strategis, dengan pagu Indikatif dalam Belanja Langsung  sebesar
Rp. 13.464,127.879,04 yang membiayai 9 Program dan 72 kegiatan dengan
Uraian sebagal berikut :

L -
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1)

2)

Program Penegakan Hukum Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

masyarakal dan/atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat,

dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00 yang membiayal 9

kegiatan yaltu :

1) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Sulawest Selatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 115.000.000,-;

2) Keglatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendatian Rokok
liegal, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;

1) Keglatan Pembinaan Penyidik Pegawal Negerl Sipil (PPNS), dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;

4) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan
Tanpa Rokok, dengan pagu indikatif sebesar Rp, 25.000.000,-;

5}  Keglatan Pemetaan Kasus Non Yustisi, dengan pagu Indikatif sebesar
Rp. 90.000.000,-;

6) Kegiatan Penerapan Kebijakan pada Pedoman Peényelidikan dan
Penyidikan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000,000,-;

7) Kaegiatan Penyelidikan dan Penyidikan kasus Pelanggaran Perda dan
Perkada, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-

8) Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Bantuan Hukum, dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 10,000.000,-;

9) Kegiatan Satgas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubermur Sulawesi Selatan, dengan pagu Indikatil sebesar Rp.
200.000.000,-;

Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja

Program inl bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pendayagunaan
Aparatur Daerah yang berkelanjutan melalul peningkatan pengetahuan
dan wawasan serta Profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsl serta kewenangannya, dengan pagu Indikatif sebesar
Rp, 900.000.000,00 yang membiayal 13 kegiatan yaitu

1) Keg. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.PolPp,

dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;
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3)

2)

3)

4)

5)

&)

7)

B)

)

10)

11)

12)

13)

keg. Pelatihan Dasar/ Kesamaptsan Sat.Pol.PP, dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-;

keg. Pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawal Sat.Pol PP,

dengan pagu indikatif sebesar Rp, 65.000.000,-;

Kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong

Praja, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-;

Keg. Pembinaan Pelatihan Rescue Sat.Pol.PP, dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 30.000.000 -

Keg, Bimbingan dan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp, 20.000.000,-;

Keg. Pembinaan, Penyuluhan dan Pemahaman Tentang Perda,

Pergub dan Hukum, dengan pagu indikatif sebesar

Rp, 20.000.00,-; |

Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan edukasi potensi masyarakat

medalul  deteksi dini  Penanganan gangguan  Keamanan,

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 50.000.000,-;

Keg. Bimbingan Teknis Penanganan Gejolak Sosial, dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-;

Keg. Focus Group Discussion (FGD) Kewaspadaan Dinl Rp.

20.000.000,-;

Kegiatan Satgas Kewaspadaan Dinl dan Peringatan, dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-; |

Keg. Forum Kewaspadaan Dini, dengan pagu indikatif sebesar
. 150.000.000,-;

:g Pemetaan Wilayah Kewaspadaan Dini, dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 40.000.000,-.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program inl bertujuan untuk  Meningkatkan kualitas  pemeliharaan

ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat,

dengan piillﬂu indikatif sebesar Rp. 610.000.000,00 yang membiayai 10

Egmt:gvm . Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan
. Penyelenggaraan

pagu indikatif sebesar Rp. 105.000.000,-;

1)




2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Kegiatan Penanganan Gangguan Trantibum, dengan pagu
sebesar Rp. 200.000.000,-:

Keglatan Penyelenggaraan Patroli Witayah, dengan pagu indikatif
sobesar Rp. 130.000.000 -

Kegiatan Penyelenggaraan Apel Besar Satp
indikatif sebesar Rp. 45,000,000, -:

Kegiatan Pengamanan dan
sebesar Rp. 25.000.000,-:

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga/
Instansi Terkalt, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.000.000,-:

Kegiatan Operasi Penertiban Gangguan Ketertiban Umum dan

ketentraman  Masyarakat, dengan  pagu  indikatif sebesar
Rp. 30.000.000,-;

Penyusunan  JUKNIS  dan
Penyelenggaraan  Trantibum,
Rp. 20.000.000,-;

Kegiatan Satgas Pengendalian Operasi Penyelenggaraan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-;

Kegiatan Pemetaan Wilayah Operasi Penyelenggaraan Trantibum,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-,

indikatif

PP, dengan pagu

Pengawalan, dengan pagu indikatif

SOP  Pengendalian Operasi
dengan pagu indikatif  sebesar

Trantibum,

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk
menjaga Ketertiban dan Keamanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Ketertiban, Keamanan
dan Kesatuan Bangsa melalui permahaman, penegakan dan penghormatan
HAM baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan aparatur termasuk
dunia usaha, dengan pagu Iindikatif sebesar Rp. 538.000.000,00 yang
membiayai 11 kegiatan yaitu ;

1)

<)

3)

4)

Keg. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap NARKOBA, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-;
Keg. Bimtek Bela Negara, dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 40.000.000,-;

Keg. Penyuluhan dan Sosialisasi Linmas, dengan pagu Indikatif
sebesar Rp. 150.000.000,-; _
Kegiatan Analisis Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000,-;
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9} Negistan Pembinaan dan Pemberdayaan Sat.Linmas, dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 80,000,000,

b) Kegiatan Penguatan perlindungan masyarakat dalam mewujudkan
penanganan Penyandang Masalah Kesejahtersan Sosial (PMKS),
dengan pagu indikatif sebesar Rp, 50.000,000,-:

7) Kegiatan Pengembangan Potensi masyarakat dan  penanganan
bencana dan pengungsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.
40,000.000,-:

51 Kegiatan Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Sulawesi Selatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp, 35,000,000,

Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Informasi
Pelaporan  Sat.Pol.Pp,

H.m.nm.‘]

9)
dengan pagu Indikatif sebesar Rp.

10) Kegiatan Pengembangan Potensi Masyarakat dalam mewujudkan
Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu
Indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-;

11) ¥egiatan Gladi Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20,000,000, ;

5) Program Peningkatan Pelayanan dan HKesiapsiagaan Bencana

Kebakaran

Program inl diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan dan Kesiapsiagaan

Bencana Kebakaran yang dsipln, dengan pagu indikatl  schesar

Ro. 310.000.000,00 yang membiayal 6 keglatan yaity ;

1) Kegiatan Giadi Penanggulangan Kebakaran Bangunan, dengan pagu
indikatsf sebesar Rp. 30.000.000,-;

2) Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-;

3) Kegiatan Bimtek mentality dan Kesamagtaan bagl anggota Pemadam
Kebaiaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,+;

4) [Kegistan Pemetaan Wilsyah Rawan Bencana mnn._ dengan
pagu indikat? sebesar Rp, 100.000.000,-;

5] Kegiatan Glad) Lapang Penyelamatan Ber
pagu indikatif sebesar p, 20,000,000,

Diseran, dengan pagu indivatf sebesar R,
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§) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

program inl diarahkan untuk untuk mewujudkan kelembagaan dan

tatalaksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam

mendukung reformasi birokrasi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.

9.180.000.000 yang membiayai 9 kegiatan yaitu ;

1) Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;

2) Keg. Penyedisan Jlasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
dengan pagu indikatif sebesar Rp, 75.000.000,00

3) FKeg. Penyediaan Jasa Tenaga MNon PNS, dengan pagu indikatif
sebesar Rp. §.000.000,000,-;

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor, dengan pagu
Indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-;

5) Keg. Penyediaan Alat Tulls Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-;

6) Keg. Penyediaan Komponen Instalasl Listrik/Pensrangan Bangunan
Kantor, dengan pagu indikatif sebesar  Rp. 30.000.000,~;

7) Keg. Penyedizan Makanan dan Minuman, dengan pagu Indikatif
sebesar Rp. 300.000.000,-.

8) Keg. Pelaksanaan dan Kelkutsertaan Pameran, dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 75.000.000,-.

9) Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini  bertujuan untuk mewujudkan Sarana dan Prasarana

Aparatur, yang responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal,

dengan pagu indikatf sebesar Rp. 3.830.000,00 yang membiayal 5

kegiatan yaitu :

1) Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah labatan [ Rumah Dinas,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,-;

2) Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama, dengan
pagu Indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-;

3) Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian
Kendaraan Jabatan/Dinas, dengan pagu indikatif
120.000.000,-;




B)

9)

4) Keg, Pengadaan Peralatan, Periengkapan Kantor dan Meubileur,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000.000,-;

5) Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan
Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-;

program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja

Program  ini bertujuan  untuk  mewujudkan perencanaan  dan

pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsit gender dan

memperhatikan kearifan lokal, dengan pagu indikatif sebesar Rp.

221.127.879,04 yang membiayal 5 keglatan yaitu

1} Kegistan Penyusunan dan Evaluasi Dokimen Perencanaan dan
Penganggaran Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp.
§0.000.000,-;

2) Kegiatan pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasl  OFD,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-

3) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi  Keuangan,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-;

4) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Program ini bertujuan  untuk mewujudkan Aparatur yang Disiplin,

m;purskfgmderm memperhatikan kearifan lokal, dengan pagu indikatif

sabesar Rp. 610.000.000,00 yang membiayal 4 kegiatan yaitu |

1) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian,
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 55.000.000,-;

mwmgaﬁmmmﬁnm dan Pakaian KORPRI Beserta
periengkapannys, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 200,000.000,~;

#JWMHF&M




pumusan Rencana Program dan Kegistan tahun JOJ0 dan  Perkrsan
Mag Tatwn 2021 diuradkan pada tabel berod |




RENCANA KERW (RENAT TAHLIV 2000

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

gebagal Metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk
membantu suatu organisasl menentukan dan mengukur kemajuan terhadap
sgsaran organisasi, indikator kinerja Satuan Palisi Pamong Praja untuk tahun
2020 diuralkan pada tabel berikut |

e — ] | :
fineria _ | m'm“'ﬂ
pada Target Capasan Setiap Tahun :

[ Tradibator Percila ke
RPIMD priode
—u RPMD
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Feake gsaten Kok
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Wikayah
.
s Parindungan
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 Inl merupakan rencana
kerja tahunan yang disusun berdasarkan masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi Sulawes) Selatan Tahun 2018 - 2023.

Rencana Kerja inf juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Provinsi Sulawes! Selatan Tahun 2019, sehingga Visl dan Misi Sulawesi
Sefatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan medaiul Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provins Sulawes| Selatan.

RENJA Satuan Polils Pamong Praja Tahun 2020 mevupakan dokumen rencana
operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, guna mendukung
pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan janghka
pendek tahun 2020,

Dalam rangka menjamin teraksananya keglatan keglatan tersebut sebagai upaya
dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah kaidah
palaksanaan sebagal berikut:

1. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praje berkewallban untuk melaksanakan
program program kegiatan dalam REMIA 2020 dengan efekdtil dan efisien;

2. RENJA Tahun 2020 sebagal langkah awal dalam pemyusunan anggaran Tahun 2040
difana RENJA di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmaonisasi, integritas dan efeskens
pelaksanaan program dan kegiatan Sat.Pol PP seluruh aparatur secara berjenjang
wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;

4. Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negen Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, tata cara penyusunan, -Pengendalian dan Evaluasi Pelskcaniaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5. RENJA Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah langkah

pan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksnaannya periu terus

persia
memperhatikan pronsip prinsip pronsip koordinas,
dilakukan dengan perha pﬂﬂ'ﬂlﬂ >
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